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PUTUSAN
Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Phg

(e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama lIslam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN
PURBALINGGA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama lIslam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dahulu tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas

dan pasti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XXX telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purbalingga dengan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal XXX,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah di karuniai 1 anak
yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir
di Purbalingga XXX, sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga
kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi;
- Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai dengan
sekarang;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun
Tergugat tetap tidak ditemukan keberadaanya, oleh karena itu Penggugat
menhadap Kepala Desa Langgar, KABUPATEN PURBALINGGA dan
diterbitkan surat keterangan ghoib nomor : XXX tertanggal XXX;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga gugatan ini diajukan atau kurang
lebih 8 bulan lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan
antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
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Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan
berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya,
sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara
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langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak
diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan
perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Pbg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari
Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Safar
1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Endang Sofwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan
Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. serta Drs. Mutamakin, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Rathomi, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Endang Sofwan, M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Drs. Mutamakin, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Rathomi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 275.000,00

4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Materai . Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 395.000,00
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